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KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 43 /DISTPH.PSB/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Dan
Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk
tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari
penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota
serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat
pelayanan;

b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan
publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat
pelayanan sebagaimana dimaksud dalarmm huruf (a) perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran
Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk
melaksanakan kegiatan tersebut;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

2. Undang - wundang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038;

3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494)

4. Undang-undang ...



4.

10.

11.

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan undang -
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanakan Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali
dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
DaerahNomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 5);

Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92};

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 130 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan
Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 130};
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 193 Tahun
2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan
Barat;

MEMUTUSKAN ...




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta

menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan

dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Provinsi Kalimantan Barat;

Tim pelaksana pelayanan publik pada Unit Pelaksana Teknis

Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat

mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan
informasi dan konsultasi;

b. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang
berada dalam ruang lingkup tugasnya,;

c. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau
mengarahkan kepada bagian pengaduan;

d. Menjunjung tinggi dan menetapkan visi, misi, dan motto
pelayanan publik;

e. Menerapkan standar pelayanan;

f. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;

g. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau
fasilitass pelayanan;

h. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan
kepada pimpinan tugas secara periodik.

Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran

1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan

publik pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Dan

Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat;

Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik Unit

Pelaksana Teknis Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Provinsi

Kalimantan Barat pada lampiran II (dua);

Surat Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini

akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 10 Januari 2024
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LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 43 /DISTPH.PSB/2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

DAFTAR NAMA
TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKAS! BENIH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Ketua : Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Anggota : 1. Uray Nurjannah, S.P., M.Si.
2. Herlina, S.P.,M.P.
3. Murdiyatt , S,P.
4, Asih Sri Wulandari, S.P.
5. Endang Sriwidyanty, S.P.,M.Agr.Sc.,M.AP.
6. Rumzi, S.P.
7. Budi Kurniawan, S.P., M.Si.
8. Normansyah, S.P.
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LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 43 /DISTPH.PSB/2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat
Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan.

MISI : 1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas
dengan prinsip Good Governance
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif,
dan inovatif
Mewujudkan masyarakat sejahtera
Mewujudkan masyarakat yang tertib
Mewuyjudkan pembangunan berwawasan lingkungan

A

MOTTO : Menjamin Mutu Kualitas Produksi Pertanian Dengan
Menggunakan Benih Bermutu bersertifikat

MAKLUMAT : “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan
pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan
dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku”

2 FRUORENTINUS ANUM




